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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pajak

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut maka perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan bangsa adalah menggali potensi sumber dana yang berasal dari pajak.
2.1.1 Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, dalam hal ini penulis akan mengungkapkan beberapa pengertian pajak.

Pengertian pajak menurut P.J.A Andini yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia, mengemukakan

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

(2003,4)
Dalam definisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak, sedangkan pajak memiliki fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hokum, segi sosiologi, dan lain sebagainya.

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia, mengemukakan

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

(2003,5)

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public invesment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair yaitu mengatur.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus, mengemukakan 

”Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”  
 (2003,1)
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara untuk memasukan sebagian kekayaannya ke kas negara atas suatu keadaan atau perbuatan yang diatur oleh peraturan pemerintah yang sifatnya apat dipaksakan, namun bagi setiap warga negara yang memenuhi kewajiban tersebut tidak mendapat balas jasa atau kontraprestasi secara langsung. 

Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldmann yang dikutip oleh Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus, mengemukakan
”Pajak adalah prsetasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi secara langsung, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” 

(2003,1)
Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan prestasi yang dipaksakan artinya dalam hal ini pembayaran pajak  diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa adanya kontraprestasi secara langsung, namun dapat dilihat juga bahwa berdasarkan definisi diatas lebih menitikberatkan pada fungsi budgetair yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam hal ini pengeluaran pemerintah.
2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pengertian pajak yang telah dikemukakan diatas, fungsi pajak tidak hanya untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara melainkan juga mempunyai fungsi untuk mengatur dan fungsi social.
Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, disebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

“1. Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran)

Adalah pajak merupakan alat atau sumber untuk memasukan   uang masyarakat sebanyak-banyaknya ke kas negara sesuai dengan peraturan umum untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara.


 2. Fungsi Regulered (Fungsi Mengatur)

Adalah pajak yang digunakan sebagai alat ukur mengatur atau  melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

             3. Fungsi Sosial

 Adalah    bagian    dari fungsi budgetair dan regulered dimana cara       

 pengenaan pajak   kepada masyarakat dilandasi falsafah   dan UUD 
 1945 terutama yang bersifat keadilan.”
 
(2003,1-2)
Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia, mengemukakan bahwa pajak dapat berfungsi sebagai:

 “1.  Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak Berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah.


 2.   Fungsi Mengatur (Regulered)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur atau  melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”
(2003,8)

Berdasarkan dua kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai sumber daya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang mungkin dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan proyek pembangunan, memperluas lapangan atau kesempatan kerja, dan untuk membayar gaji pegawai negri sipil ABRI. Sedangkan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik dalam ekonomi maupun social, sebagai contoh pemerintah mengenakan pajak yang cukup tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

Selain itu pajak dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Negara yaitu sebagai alat distribusi pendapatan dan relokasi ekonomi serta pendorong investasi bagi perindustrian dalam negeri.
Sedangkan menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus, disebutkan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu 

“1.   Fungsi Budgetair (Sumber Kekayaan Negara)

        Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan 

        salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

        pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 
2. Fungsi Regulered (Mengatur) 

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

(2003,2-3)

 
Berdasarkan kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungis pajak terdiri atas:

1. Sebagai sumber keuangan negara , pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajka melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti  Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain..

2. Sebagai alat untuk mengatur dengan menetapkan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Beberapa contoh dari penerpan pajak sebagai fungsi mengatur :

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-baranag mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tariff pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

c. Tarif pajak ekspor 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga pad akhirnya dapat memperbesar devisa Negara.

d. Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil produksi tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan dan polusi.

e. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan  anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan fungsi pajak yang dapat digunakan sebagai alat atau sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana dalam APBN pajak diakui sebagai salah satu penerimaan dalam negeri maka perlu dijelaskan lebih lanjut penerimaan Negara yang berasal dari sector pajak berdasarkan kelompoknya.
Menurut Siti Resmi  dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus, mengemukakan pajak dapat dikelompokan ke dalam kelompok:
“1. Menurut Golongan

Menurut golongannya pajak dikelompokan menjadi dua yaitu     

pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung sendiri  oleh Wajib  Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan Contoh : Pajak Penghasilan, pajak Penghasilan yang dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memeperoleh penghasilan tersebut.
b. Pajak      Tidak        Langsung,     yaitu       pajak   yang     pada 
akhirnya     dapat     dilimpahkan     atau     dibebankan kepada
orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak lanmgsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.  Contoh : Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang dan atau jasa. 
2.  Menurut Sifat

     Menurut sifat, pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu pajak 

     subjektif dan pajak objektif.

a.   Pajak    Subjektif,    pajak   yang berpangkal atau berdasarkan 
 
pada   subjeknya,    dalam    arti     memperhatikan      keadaan 
      diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak   Objektif,    yaitu    pajak     yang     berpangkal      pada 
objeknya   tidak   memperhatikan     keadaan    diri         Wajib 
Pajak baik berupa benda, keaaan, perbuatan, dan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Penerimaan pajak pusat ditinjau dari organisasi pengelolanya dibagi menjadi :
a. Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

b. Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai antara lain adalah bea masuk, bea masuk tambahan dan bea cukai lain.

c. Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Moneter antara  lain adalah untuk dalam negeri pajak ekspor dan penerimaan bukan pajak, sedangkan untuk luar negeri pajak penerimaan/perolehan minyak dan penerimaan minyak lainnya  
b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah Terdiri dari:

a. Pajak Provinsi, contoh Pajak Kendaraan Bermotor, dan   kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

   b.  Pajak Kabupaten atau Kota, contoh : Pajak Hotel, pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.”

(2003, 6-8)


Berdasarkan pengelompokan tersebut maka jelas terlihat bahwa penerimaan negara dari sektor pajak dapat dikelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. 
Menurut golongannya pajak dikelompokan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Untuk menentukan apakah pajak tersebut termasuk dalam pajak langsung atau tidak langsung, dalam arti ekonomis dialkukan dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur itu meliputi:

1. Penanggung jawab pajak, adalah orang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.

2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dahulu beban pajak.

3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur ini ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut sebagai pajak langsung, sebaliknya jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut sebagai pajak tidak langsung.

Menurut sifatnya pajak dikelompokan menjadi pajak subjektif yang lebih menitikberatkan pada keadaan diri dari Wajib Pajak yang bersangkutan, dan pajak objektif yang tidak menitikberatkan pada keadaan Wajib Pajk tetapi lkebih menekankan pada objeknya baik itu benda, perbuatan,peristiwa yang memang harus dikenakan pajak.

Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokan menjadi pajak pusat yang secara langsung dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang pemungutannya didasarkan pada ketentuan atau otonomi daerah masing-masing. Pajak daerah ini dapat digolongkan menjadi pajak daerah tingka I dalam hal ini meliputi provinsi dan pajak daerah tingkat II yang meliputi kabupaten atau kotamadya.
Ketiga pengelompokan pajak tersebut merupakan penerimaan negara yang  nantinya berperan untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembiyaian pembangunan. Penerimaan negara dari sektor pajak  berasal dari: 
1. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban subjektifnya dimulai dan berakhir dalam tahun pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak yang dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalr perusahaan, namun tidak akan menimbulkan pajak berganda, karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai (Added Value) yang timbul.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi tekhnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

4. Bea Materai

Bea Materai dikenakan kepada pihak yang mendapat manfaat dari dokumen.

a. Bea materai yang dikenakan tarif Rp. 6000,00 adalah dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat lain yang digunakan untuk pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, akta-akta notaris termasuk salinannya, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya, dan dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Dimana dokumen tersebut memuat jumlah uang, surat berharga seperti wesel, promes dan askep yang mempunyai nilai nominal diatas Rp. 1.000.000,00, serta efek dengan nama dan bentuk apapun yang memiliki nilai nominal diatas Rp. 1.000.000,00, dan sekumpulan efek dengan nama dan bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai nilai nominal diatas Rp. 1.000.000,00.
b. Bea Materai yang dikenakan tarif Rp. 3.000,00 dikenakan pada cek dan bilyet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. serta efek dengan nama dan bentuk apapun yang memiliki nilai nominal dibawah Rp. 1.000.000,00, dan sekumpulan efek dengan nama dan bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai nilai nominal dibawah Rp. 1.000.000,00.
5. Bea masuk dan bea keluar,. Bea masuk adalah pungutan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipungut atas barang-barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar adalah  pungutan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan atas barang-barang yang dikeluarkan dari dalam daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.

6. Cukai yaitu pungutan yang  ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dikenakan atas barang-barang tertentui yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu, misalnya tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
Agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih ditingkatkan maka tidak hanya peran serta aktif dari masyarakat yang diutamakan tapi adanya kebijakan pemerintah mengenai sistem pemungutan pajak yang perlu diterapkan sehingga tidak menimbulkan pemungutan pajak berganda.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan, menjadi tiga yaitu:

          ”1.   Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pihak Ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”
(2003,7-8)
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga sistem pemungutan sistem diatas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, serta utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

      2. 
Self Assessment System
Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri, Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3.  With Holding System
Ciri-ciri dari sistem ini wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak. Sehingga pada sistem ini lebih memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan oleh pihak ketiga dengan suatu persenase ertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan syarat-syarat pemungutan pajak.

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

” 1.   Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.sedng adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan     pajak      harus      berdasarkan       undang-undang 
(Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 
3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi    maupun    perdagangan   sehingga  tidak menimbulkan 

kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Financial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Syarat pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”
(2003,2)
Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan perlawanan dan hambatan dari pihak yang dikenakan pajak maka pemungutan pajak harus dilakukan secara adil yaitu sesuai dengan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku, sehingga pengenaannya secara merata sesuai kemampuan subjek pajak, selain itu pemungutan pajak harus sederhana sehingga akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya, dan dapat meningkatkan peran serta aktif dari masyarakat untuk taat membayar pajak.


Namun yang lebih penting pemungutan pajak harus secara efisien artinya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat sebaiknya perlu diperhitungkan dengan pendapatan yang akan diterima, artinya jangan sampai biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan, serta pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian negara sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi.

2.2 Pemeriksaan Pajak
Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaaan merupakan interaksi antara Pemeriksa dan Wajib Pajak. Untuk itu dibutuhkan sikap positif dari Wajib Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif.

Menurut pasal 1 angka 24 Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan oleh Hanantha Bwoga, dkk dalam buku Pemeriksaan Pajak di Indonesia, dijelaskan bahwa
”Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,  mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2005,2)
Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak sesuai Pasal 1 butir b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 oleh Diaz Priantara dalam buku Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, disebutkan:

”Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,  mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2000,25)
Berdasarkan pengertian diatas maka fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaan (complience) Wajib Pajak dalam menjalankan self assessment system, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya.
Pada prinsipnya pengertian pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan berbeda dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data dan bukti-bukti yang dapat membantu menyimpulkan pemeriksa dalam menerbitkan opini atas kesesuaian informasi kuantitatif dalam laporan keuangan milik suatu entitas  dengan kriteria atau asersi yang telah ditetapkan. Maka fokus pemeriksaan akuntan publik terletak pada kesesuaian informasi kuantitatif dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Sedangkan pemeriksaan pajak tidak melihat kesesuaian pada informasi kuantitatif dengan kriteria yang telah ditetapkan melainkan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan self assessment system. Oleh karena itu hasil pemeriksaan pajak adalah penetapan pajak yang seharusnya terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Wajib Pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Tujuan Pemeriksaaan Pajak
Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-undang No 6 tahun 1983 sebagimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No 16 tahun 2000 maka tujuan pemeriksaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.
Tujuan pemeriksaan menurut Undang-undang No 6 tahun 1983 oleh Diaz Priantara dalam buku Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, disebutkan:

”Direktur Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan pajak berwenang melakukan pemeriksaan guna keperluan penetapan pajak yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No 545/KMK 04/2000 adalah

”Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia, disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah: 

”1.  Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang                dapat dilakukan dalam hal:

a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi;

b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan;
c. Surat pemberitahuan memenuhi kriteria seleksi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

d. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain pada butir b tidak dipenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanankan ketentuan peraturan 

     perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukankukan
     dalam hal:

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas pencabutan NPWP;

b. Pemberian dan pencabutan pengukuhan;

c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam satu masa pajak bagi Wajib Pajak baru;

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. Pengumpulan bahan guna penyusunannya norma perhitungan;

f. Pencocokan data data dan atau alat keterangan;

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

h. Penentuan atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penghasilan pasal 21;

i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan selain tujuan pada huruf a sampai h.”

(2003,47)


Berdasarkan kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya reformasi perpajakan pada tahun 1984, dimana masih menggunakan Undang-Undang No 6 Tahun 1983, Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1986 menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menetapkan besarnya jumlah pajak terutang.

Namun setelah ada reformasi perpajakan dengan adanya perubahan Undang-undang No 6 tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang No 16 tahun 2000 dalam Keputusan Menteri Keuangan No 545/KMK.04/2000 disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan pajak bukan untuk menetapkan jumlah pajak terutang melainkan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.3 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Selama ini pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas pemeriksaannya, karena untuk memeriksa semua Wajib Pajak (yang terdaftar) merupakan hal yang tidak mungkin diwujudkan, karena tenaga pemeriksa pajak tersedia dalam jumlah yang terbatas.

Namun merupakan hal yang ideal apabila pemeriksaan dapat dilakukan pada semua Wajib Pajak terdaftar sebab masih terlihat rendahnya kepatuhan dari Wajib Pajak setelah dilakukan penilaian berdasarkan norma pengukuran tertentu misalna dengan sistem kriteria seleksi.

Menurut Hanantha Bwoga, dkk dalam bukunya Pemeriksaan Pajak di Indonesia, apabila dikelompokan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan sebagai berikut:
”
1. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaaan yang bersifat rutin  yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya;
2.
Pemeriksaan Kriteria Seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan kepada Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang terpilih   berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi;

3. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi dan laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut;
4.  Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi adalah pemeriksaan yang    dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak berdomisili;

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak untuk semua jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak;

6. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti perulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan;

7.  Pemeriksaan terintegrasi adalah pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi dari dua atau lebih unit pelaksana pemeriksaan pajak terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan usaha dan atau hubungan finansial;

8.
Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak adalah pemeriksaan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak atau penanggung pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak.”  

(2005,17-20)


Berdasarkan kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahw Wajib Pajak terdaftar yang akan dilakukan pemeriksaan pajak baik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kantor Wilayah DJP, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat dilakukan berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan tergantung pada kebutuhan atau sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh dari masyarakat akbat adanya tindakan kecurangan atau tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya atau cakupannya. Ruang lingkup pemeriksaan akan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan. Penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan dan sasaran atau jenis pajak yang diperiksa.
Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan No 625/KMK.04/1994 yang dikutip oleh Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak, disebutkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan sebagai berikut:

”1. Pemeriksaan Sederhana

Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dalam rangka kerja sama operasi atau konsorsium untuk seluruh jenis pajak atau jenis-jenis pajak tertentu , termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baik untuk masa pajak atau tahun berjalan dan atau masa pajak dan tahun – tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot kedalaman yang sederhana.
2. Pemeriksaan Lengkap

Adalah pemerksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan didalam rangka kerjasama operasi atau konsorsium, di lapangan dan atau di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap, untuk seluruh jenis pajak termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB), baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan pada umumnya.”

                      




           (2006,109-110)

Berdasarkan kutipan diatas dapat terlihat bahwa selain dari jenis pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak juga dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan ruang lingkupnya, dimana ruang lingkup tersebut akan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa.

Terdapat perbedaan besar yang perlu dipahami oleh Wajib Pajak atas kedua jenis ruang lingkup pemeriksaan. Pada pemeriksaan lengkap maka pemeriksaan akan dilakukan di tempat atau lokasi usaha Wajib Pajak dan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Pada prinsipnya setiap pos dalam laporan keuangan akan diperiksa guna menentukan kepatuhan Wajib Pajak sehingga   digunakan   berbagai   metode,   prosedur,  teknik analisa guna menguji 

Kebenaran pos yang diperiksa. Selain itu pelaksana pemeriksaan lengkap dilakukan oleh pemeriksa fungsional baik oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Direktorat Pemeriksaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (Fungsional Kantor Pusat), dan Pemeriksa yang ada dalam Tim Gabungan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sedangkan untuk pemeriksaan sederhana hanya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).


Ciri lain yang melekat pada pemeriksaan lengkap adalah adanya sarana dialog untuk membahas temuan-temuan pemeriksaan. Sehingga Wajib Pajak diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan, keterangan, data tambahan, atau sanggahan atas temuan temuan sehingga dapat ditentukan apakah koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa dapat diterima atau ditolak oleh Wajib Pajak.

Sedangkan menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus, disebukan bahwa ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:

” a.   Pemeriksaan Lapangan 

Pemeriksaan lapangan meliputi suatu jenis pajak atau seluruh seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak.

  b.    Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik untuk tahun berjalan  dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.”

(2003,54-55)

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan lapangan yang dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan terhadap seluruh jenis pajak atau pemeriksaan sederhana yaitu periksaan yang hanya dilakukan untuk suatu jenis pajak.

Dalam hal dilakukannya pemeriksaan lengkap maka jangka waktu pemeriksaannya adalah 2 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 bulan, sedangkan apabila dilakukan pemeriksaan sederhana jangka waktu pemeriksaannya 1 minggu dan dapat diperpanjang paling lama 6 minggu.

Pemeriksaan lapangan yang berkenaan dengan ditemukannya adanya indikasi transfer pricing  yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam serta memerlukan waktu lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun. Namun jangka waktu pemeriksaan ini tidak berlaku jika pemeriksaan dilakukan berkenaan dengan Surat pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana yang dilaksanakan dalam jangka waktu 4 minggu dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6 minggu. Namun apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut ditemukan adanya transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan.  
2.2.5 Prosedur Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam tim pemeriksa pajak yang susunannya terdiri dari supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota.
Pemeriksaan dilakukan pada hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika dipandang perlu, dapat dilanjutkan diluar jam kerja atau hari kerja. Namun apabila saat dilakukan pemeriksaan pajak Wajib Pajak tidak ada ditempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang ada pihak lain yang 

dapat dan mempunyai kewenangan untuk berlaku selaku yang mewakili Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan, disebutkan bahwa pemeriksaan yang baik harus berdasarkan pada prosedur pemeriksaan yang telah ditentukan yaitu:

” 1. 
Petugas pemerksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokuman lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

c. Memberi keterangan yang diperlukan.

d. Apabila Dalam hal angka 1 Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka dalam hal ini tidak berlaku untuk keperluan pemeriksaan.

3. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada huruf b.”
(2003,37)


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 545/KMK 04/2000 pasal 1 ayat b yang dikemukakan oleh M.Rusjdi dalam buku KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
”Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.”

(2003,24-4)

Berdasarkan kutipan diatas, pemeriksaan pajak akan berjalan dengan lancar apabila dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dimana setiap pemeriksa pajak harus dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang merupakan tanda pengenal, selain itu SP3-nya harus dilampiri dengan Surat Pembertahuan Pemeriksaan Pajak yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Pemeriksa pajak dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang ada di DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP.

Untuk kelancaran pemeriksaan maka Wajib Pajak harus bersifat koperatif dengan pemeriksa pajak, apabila pemeriksa pajak membutuhkan data, dokumen atau keterangan mengenai perusahaan maka kewajiban Wajib Pajak harus memberikan data, dokumen dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemeriksa.

Selain itu pihak pemeriksa dapat elakukan penyegelan pada tempat-tempat yang dianggap perlu, apabila Wajib Pajak tidak mengizinkan pemeriksa untuk memasuki ruangan atau tempat yang dipandang perlu. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi terhadap hasil pemeriksaan tersebut dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. 
 
2.2.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak
Dalam pelaksanaannya pemeriksa pajak didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak. Pedoman pemeriksaan pajak adalah pedoman bagi pemerika pajak dalam menjalankan tanggung jawab profesinya sebagai pemeriksa pajak.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 545/KMK 04/2000 pasal 8 yang dikutip oleh Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus,
”Pelaksanaan pemeriksaan didasrkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.”

(2003,58)
Berikut ini akan dibahas mengenai pedoman pemeriksaan pajak secara menyeluruh yang terdiri dari:

1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak

a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa pajak yang 

1. telah mendapat pendidikan tekhnis cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
2. bekerja dengan jujur, bertanggung jawab , penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan dan objektif serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

3. menggunakan keahlian secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak.
b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama.

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.

c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan kerta kerja pemeriksaan antara lain mengenai:

1. berbagai faktor perbandingan;

2. nilai absolut dari penyimpangan;

3. sifat dari penyimpangan;

4. petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;

5. pengaruh penyimpangan;

6. hubungan dengan permasalahan lainnya.
c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai tujuan pemeriksaan.

Laporan pemeriksaan pajak digunaka sebagai dasar peneribitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila terdapat perhitungan besarnya jumlah pajak yang terutang menurut Laporan Pemeriksaan Pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut berbeda dengan Surat Pemberitahuan, maka akan diberitahukan kepada Wajib Pajak. 

2.3 Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
Pemeriksaan sederhana lapangan termasuk kedalam jenis pemeriksaan rutin dengan ruang lingkup pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan sederhana lapangan umumnya dilaksanakan oleh KPP, Karikpa, dan Kanwil DJP terutama Wajib Pajak menengah dan besar yag meliputi seluruh jenis pajak.
2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Berikut ini penulis akan mengungkapkan beberapa pengertian mengenai pemeriksaan sederhana lapangan, yang penulis kutip dari beberapa buku dan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Diaz Priantara dalam buku Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dikemukakan
”Pemeriksaan sederhana lapangan meliputi seluruh jenis pajak, dan atau tujuan lain dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.”

(2000,29)
Menurut Erly Suandy dalam buku Perencanaan Pajak, dikemukakan sebagai berikut:

”Pemeriksaan sederhana lapangan yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dilapangan atau di kantor unit pelaksana pemeriksaan sederhana untuk seluruh jenis pajak atau jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun-tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.”

(2006,109)

Sedangkan meurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, disebutkan bahwa:

 ”Pemeriksaan adalah pemeriksaan sederhana lapangan yang dilakukan untuk tujuan laindalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) dan atau pengukuhan pengusaha Kena Pajak (PKP), dan atau untuk penentuan besarnya peredararn usaha ataupun jumlah pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan.”  

(2001,1.3)
Berdasarkan ketiga kutipan yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan sederhana lapangan merupakanpemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa untuk seluruh jenis pajak atau jenis pajak tertentu dan untuk tujuan lain. Dimana tujuan lain itu adalah dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepda calon Wajib Pajak dan calon PKP yang sebenarnya mempunyai potensi fiskal tinggi tetapi tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak
Oleh karena itu pihak Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan siapa-siapa saja yang akan diberikan NPWP atau NPPKP secara Jabatan melalui program ekstensifikasi, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh KPP melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan sesuai daerah calon WP dan calon PKP berada.
2.3.2 Kriteria Wajib Pajak Yang Akan Dilaksanakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Sebelum dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan maka Kepala Kantor Wilayah perlu menetapkan kriteria-kriteria tertentu pada Wajib Pajak yang akan dilakukan PSL tujuannya untuk memudahkan dalam hal pelaksanaannya.

Menurut Diaz Priantara dalam bukunya Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, disebutkan
” 1.  Subjek Pajak tidak mendaftarkan diri dan atau tidak terdaftar sebagai pemotong atau pemungut.

   2. 
Pengusaha yang tidak mau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak


3. 
Wajib Pajak yang minta pindah tempat pendaftarannya sebagai Wajib Pajak.


4.
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan NPPKP.


5.
Wajib Pajak yang mengajukan diri untuk menjadi PKP atau permohonan NPWP sekaligus NPPKP.


6.
Wajib Pajak yang melaporkan tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau merubah kegiatan usahanya.”
(2000,35-36)


Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah maka pihak KPP dapat melaksanakan program ekstensifikasi melalui pemeriksaan sederhana lapangan yang nantinya data mengenai calon Wajib Pajak dan calon Pengsaha Kena Pajak yang diperoleh dari Kanwil akan direkam oleh seksi PDI yang ada pada KPP kemudian diterbitkan surat himbauan oleh seksi PDI,  apabila dalam jangka waktu 14 hari Wajib Pajak tidak menanggapi surat himbauan yang diterbitkan, maka akan diberi surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak tersebut  dan dapat dilakukan ekstensifikasi, pelaksanaan ekstensifikasi melalui pemeriksaan sederhana lapangan dilakukan oleh seksi PPh Badan. 
2.3.3 Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pemeriksaan sederhana lapangan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar merupakan pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan untuk tujuan lain yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan memudahkan pemeriksa pajak untuk melakukan penyisiran terhadap subjek pajak yang perlu dilakukan ekstensifikasi. Berikut ini akan dibahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan untuk ekstensifikasi.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2004, disebutkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan adalah sebagai berikut:

 ”1. 
PSL harus dilaksanakan dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP3).


2. 
PSL dilakukan oleh suatu tim.


3. 
PSL dalam rangka ekstensifikasi atas kewajiban pajak tahun berjalan dan SP3 dapat diterbitkan sampai akhir tahun buku.


4. 
Perhitungan angsuran PPh pasal 25 harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku.


5.
PSL dilaksanakan untuk pengukuhan PKP jika Wajib Pajak telah memiliki NPWP.


6.
Hasil pelaksanaan PSL harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).


7.
Setiap LPP harus memuat kesimpulan dan tindak lanjut.


8. 
LPP dan Nota Perhitungan STP atas angsuran PPh pasal 25 dibuat oleh tim pemeriksa.

9.
Dalam hal WP tidak ditemukan maka harus dibuktikan dengan surat dari aparat pemerintah setempat.


 10.
Dalam hal ditemukannya objek Pajak PPh pemungutan dan pemotongan dan PPN harus diusulkan pemeriksaan khusus.


 11.
Dalam hal ditemukannya objek pajak tahun sebelumnya yang belum daluwarsa harus diusulkan untuk dilaksanakan pemeriksaan khusus.”

(2004,5)


Berdasarkan kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak harus dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), dimana setiap tim pemeriksa harus terdiri dari supervisor, ketua tim dan minimal satu anggota atau lebih, selain itu khusus untuk PSL dalam rangka ekstensifikasi, SP3 dapat diterbitkan sampai dengan akhir tahun buku.
Hasil PSL harus dituangkan dalam bentuk Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), dimana setiap LPP harus memuat kesimpulan dan usulan tindak lanjut pemeriksaan, dan biasanya laporan pemeriksaan pajak dibuat oleh tim pemeriksa.
2.4 Ekstensifikasi Pajak

Agar penerimaan pajak dapat lebih optimal dan meningkat, maka pemerintah dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Pajak perlu melihat calon-calon Wajib Pajak yang memiliki potensi fiskal tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pihak DJP dapat menerapkan program ekstensifikasi yang dilakukan dengan cara Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

2.4.1 Pengertian Ekstensifikasi

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa program ekstensifikasi pajak merupakan hal yang sangat penting dalam menambah penerimaan bagi negara. Sebab dengan program ektensifikasi akan menambah jumlah Wajib Pajak yang memiliki potensi fiskal tinggi.
Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-06/PJ.7/2004, disebutkan bahwa:

”Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) dan atau Pengusaha    Kena

Pajak (PKP) terdaftar serta menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak.”

(2004,1-a)

Sedangkan Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-06/PJ.9/2001, disebutkan bahwa:
”Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).”

(2001,1.1)

Berdasarkan kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dan juga perluasan objek pajak dalam administrasi DJP sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antara para pengusaha. Selain itu dengan program ekstensifikasi maka dapat dihitung besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan dan penyetoran dalam suatu masa pajak.
2.4.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Ekstensifikasi
Dalam hal dilakukannya Pemeriksaan Sederhana Lapangan untuk program ekstensifikasi maka perlu dicermati terlebih dahulu mengenai ruang lingkup dari pelaksanaan ekstensifikasi, sebab dengan adanya batasan-batasan yang telah ditetapkan maka tidak akan terjadi kesalahpahaman antara pihak pemeriksa dengan calon Wajib Pajak.
Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-06/PJ.9/2001, disebutkan bahwa ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi adalah

”
1. 
Pemberian NPWP dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerima dan memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. 
Pemberian NPWP dan pegukuhan PKP bagi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan.

3.
Pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP berdasarkan data belum terdaftar sebagai WP dan atau PKP.

4.
Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 atau PPN yang harus disetor dalam jumlah tahun berjalan.

5.
Penentuan jumlah PPN yang terutang dalam tahun berjalan yang mempunyai usaha disentra perdagangan.”

(2001,2.1-2.5)


Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi tidak hanya terbatas pada pemberian NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak saja melainkan juga penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan penentuan jumlah PPN yang terutang dalam tahun berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.4.3 Persiapan Pelaksanaan Ekstensifikasi

Sebelum dilakukannya kegiatan ekstensifikasi maka tim pemeriksa dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak perlu mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan ekstensifikasi tersebut. 

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, disebutkan bahwa sebelum dilakukan ekstensifikasi maka perlu adanya persiapan yaitu:

”
1.
KPP melakukan identifikasi terhadap data yag diperoleh dan mencocokan data dengan Master File melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP).

2. KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan mebuat Surat Pengukuhan PKP.

3. KPP harus mempersiapkan sarana dan prasarana administrasi yang diperlukan.

4. KPP perlu melakukan koordinasi dengan pihak diluar DJP.

5. KPP harus membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada WP yang terdapat dalam daftar nominatif.

6. Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.”

(2001,7.1-7.6)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukannya pelaksanaan ekstensifikasi pajak maka pihak KPP harus mempersiapkan segala sesuatunya.

Dimulai dengan pihak KPP perlu megidentifikasi data mengenai Wajib Pajak kemudian dicocokan dengan Master File yang ada pada SIP, selanjutnya KPP perlu membuat daftar nominatif mengenai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau NPPKP. 
Hal yang lebih penting KPP harus melakukan koordinasi dengan pihak di luar DJP agar memudahkan pelaksanaan ekstensifikasi serta harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan ekstensifikasi melalui pemeriksaan sederhana lapangan dapat berjalan dengan baik 
Setelah hal tersebut terpenuhi maka pihak KPP perlu membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan ekstensifikasi sehingga Wajib Pajak tidak merasa khawatir.
2.4.4 Pelaksanaan Ekstensifikasi
Setelah semua persiapan terpenuhi, maka pihak KPP dapat langsung melaksanakan ekstensifikasi terhadap Wajib Pajak yang namanya telah tercantum dalam daftar nominatif.

Pelaksanaan ekstensifikasi dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001:

” 1. 
Pelaksanaan ekstensifikasi dimaksudkan untuk tujuan menambah jumlah Wajib Pajak.

2. 
Tim Pemeriksa perlu menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon Wajib Pajak dan atau calon PKP yang akan dilakukan ekstensifikasi.

3.  
Ekstensifikasi dilaksanakan tehadap WP yang berusaha di sentra Perdagangan.

4.
Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan terhadap setiap WP yang menanggapi surat pemberitahuan yang disampaikan oleh tim pemeriksa maka akan dilakukan proses pemberian NPWP atau pengukuhan PKP.

5.
Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan terhadap setiap WP yang berada pada sentra perdagangan tetapi tidak menanggapi surat pemberitahuan maka oleh seksi PDI akan dilakukan pemberian NPWP dan pengukuhan PKP
6.
Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan terhadap setiap WP yang berada pada sentra perdagangan dan menanggapi surat pemberitahuan namun menyatakan belum perlu dikukuhkan sebagai PKP.”

(2001,8.1-8.6)


Berdasarkan kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi dimaksudkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar yang sebenarnya memiliki potensi fiskal tinggi tetapi tidak mau memenuhi kewajiban membayar pajak.

Dalam hal akan dilakukan ekstensifikasi maka tim pemeriksa harus manyampaikan surat pemberitahuan kepada calon Wajib Pajak dan atau calon Pengusaha Kena Pajak, selain itu tim pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) yang ditunjukan pada calon Wajib Pajak dan calon PKP.


Oleh karena itu dengan adanya pelaksanaan ekstensifikasi yang sesuai maka akan meningkatkan penerimaan negara, sebab semakin banyak orang yang mau menjadi Wajib Pajak  dan Pengusaha Kena Pajak Potensi peneriamaan semakin besar.
2.5 Peranan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Menunjang Ekstensifikasi Wajib Pajak Badan
Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis ungkapkan sebelumnya, maka peranan pemeriksaan sederhana lapangan dalam menujang ekstensifikasi Wajib Pajak Badan dapat diketahui berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2004 disebutkan bahwa:

”Pemeriksaan Sederhana Lapangan Ekstensifikasi termasuk dalam jenis pemeriksaan rutin untuk tujuan lain, sehingga daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan PSL ekstensifikasi harus dimasukan kedalam daftar nominatif pemeriksaan rutin sebagaimana diatur dalam kebijakan pemeriksaan yang berlaku.”
(2004,1-c)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk memperluas jumlah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dengan ekstensifikasi, dimana salah satu upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan adalah dengan pemeriksaan sederhana lapangan. Pemeriksaan sederhana lapangan merupakan jenis pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh KPP untuk tujuan lain.  
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